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A. Pendahuluan
Partisipasi masyarakat (publik) dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.  Setiap orang berhak memperjuangkan hak-haknya guna mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
. Secara khusus partisipasi publik dapat juga dilibatkan dalam proses perizinan suatu usaha umumnya dan proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) 
. 

Suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh korporasi yang nantinya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
.  Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa korporasi dalam menjalankan usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan diwajibkan memiliki dokumen Amdal. Amdal merupakan salah satu instrumen administrasi  yang harus dipenuhi oleh korporasi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Dengan demikian, berdasarkan  dokumen Amdal maka pemerintah mengeluarkan izin usaha bagi usaha-usaha yang berdampak penting.  
Partisipasi publik merupakan penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pelaku usaha dan pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses penyusunan dokumen Amdal. Partisipasi publik di sekitar perusahaan baik itu perusahaan industri maupun rumah sakit umum sangatlah penting, mengingat masyarakat sekitarlah yang nantinya terkena dampak penting dari kegiatan tersebut. 
Studi tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek diantaranya: Muhammad Faisal Asariansyah dkk, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastrutur Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), memfokuskan bahwa partisipasi merupakan peningkatan dalam mengangkat moral masyarakat agar tertanam rasa kepedulian dari kondisi tertentu. Partisipasi merupakan elemen penting terutama menyangkut pembangunan yang melibatkan masyarakat.
 

Tomy M Saragih, dengan judul Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan,  dengan memfokuskan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah dan hakikat pentingkan partisipasi masyarakat dalam hal pembentukan peraturan daerah RDTRdk serta mekanisme peran serta masyarakat dalam RDTRdk Berkelanjutan.  Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu perda dapat dilakukan dengan memberikan masukan atau pendapat dalam rapat dengar pendapat, memberikan masukan kepada anggota legislatif dalam kunjungan kerja, mengikuti seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelian untuk menyiapkan suatu rancangan perda dan peran serta dalam penataan ruang menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan wilayah aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan dibangun berdasarkan kearifan lokal yang mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Dari pembahasan tersebut di atas, partisipasi masyarakat sangatlah penting sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tertanamnya rasa kepedulian dalam diri masyarakat. 
Artikel ini beranjak dari izin opersional Rumah sakit yang ada di Provinsi Aceh, salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah dokumen Amdal. Dalam proses penyusunan dokumen Amdal keterlibatan masyarakat sekitar sangat penting mengingat dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Masyarakat harus diberikan informasi  terkait oprasional rumah sakit dan pihak rumah sakit harus mendengarkan pendapat-pendapat dan saran-saran dari masyarakat, sehingga nantinya kalu timbul masalah dapat diselesaikan. 



Berdasarkan hasil penelitian, rumah sakit di Provinsi Aceh sudah pasti melakukan pengolahan dan pembuangan limbah cair dan padat agar tidak mencemari wilayah permukiman penduduk.   Rumah sakit  harus memiliki unit pengolahan limbah (UPL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).  Pihak rumah sakit dan pemerintah daerah Provinsi Aceh belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan dokumen Amdal. Masyarakat yang  berkepentingan harus dilibatkan dalam pembuatan dokumen Amdal seperti proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup
. 
Berdasarkan pemaparan kondisi di atas, maka dalam penulisan ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis pelaksanaan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal di Provinsi Aceh?

B. Pembahasan

Pelaksanaan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Amdal Rumah Sakit Umum di Provinsi Aceh

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan, dan salah satunya adalah perubahan sikap dan perilaku. Peran serta masyarakat yang meningkat dan berkembang adalah salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku terhadap objek yang harus dijaga dan dilindungi untuk kepentingan semua mahkluk di bumi ini. Dalam hal ini adalah aktivitas lokal merupakan media dan dan sarana bagi masyarakat untuk ikut berperanserta. Agar proses pembangunan dapat terus berjalan berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan kumulatif dalam masyarakat dari peran serta masyarakat melalui tindakan bersama diantara masyarakat, pemerintah dan pemrakarsa (Badan Hukum). 
Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam.
 Kerusakan alam tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.
 Sedangkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
  
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Terhadap setiap usaha baik industri yang bergerak dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, atau usaha pertambangan maupun usaha yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan itu membawa dampak besar dan penting. Jadi setiap aktifitas atau usaha, diwajibkan untuk membuat Amdal.  Amdal diharuskan pula untuk pembuatan izin usaha. Artinya suatu izin atas usaha atau aktifitas tertentu, baru dapat diberikan oleh instansi yang berkompeten, setelah Amdal dibuat terlebih dahulu oleh pemrakarsa (Badan Hukum) yang bertanggungjhawab atas rencana kegiatan yang dilakukan.  
Amdal merupakan suatu instrumen pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dampak besar dan penting, merupakan public policy yang ditetapkan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang untuk mempertahankan lingkungan terlanjutkan. Amdal adalah suatu mekanisme penerapan atau pelaksanaan dari sistem Amdal yang ditetapkan itu. Atas suatu rencana proyek tertentu, menurut Rangkuti sebagai komponen kelayakan berupa dokumen.
 Jadi ringkasnya Amdal merupakan sistem hukum lingkungan yang diambil secara nasional (sifatnya macro policy), sementara Amdal adalah melaksanakan apa yang telah ditentukan Amdal, melakukan kajian cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting atas suatu rencana kegiatan tertentu.
Proses penyusunan dokumen Amdal tidak bisa dipisahkan dari hak masyarakat dan partisipasi masyarakat terkena dampak, karena melalui proses pembuatan Amdal tersebut, masyarakat diberikan hak yang proporsional guna merumuskan Amdal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi Amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dokumen Amdal adalah masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi Amdal yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

Secara sosiologis peran serta masyarakat tergantung antara Individu yang satu dengan individu lainnya, sesuai dengan sifat manusia sebagai mahkluk sosial. Peran serta inilah yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan akan menempatkannya dalam kehidupan kelompok sosial. Termasuk didalam pengelolaan lingkungan hidup semua individu mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Pada prakteknya seringkali berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Masyarakat tidak diikut sertakan dalam proses pengambilan kebijakan yang menimbulkan ketidakpercayaan diantara masyarakat dan pemerintah. 

Masyarakat lokal bukan dianggap musuh atau tandingan pemerintah, tetapi betul-betul dianggap sahabat, partner dalam segala perspektif untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersama dalam upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam pengelolaan lingkungan yang baik (good environmental governance), terutama dalam prosedur administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan.
 
Berkenaan dengan hal tersebut persepsi masyarakat dalam penyusunan Amdal Rumah Sakit Umum Fauziah Bireun misalnya, di sekitar lingkungannya, Geusyik  sebagai orang yang mempunyai hak untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan, menurutnya   tidak ada pelibatan masyarakat dalam Upaya Pengelolaaan Lingkungan (UPL), seharusnya masyarakat benar-benar dilibatkan. Tapi ternyata tidak ada pelibatan masyarakat didalamnya.
 Hak masyarakat dalam Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan dalam pemantauan komponen lngkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.  upaya tersebut merupakan upaya preventif atas dampak-dampak aktifitas pembangunan terhadap lingkungan, 

Masyarakat pemerhati lingkungan merupakan masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. Apa yang terjadi selama ini masyarakat disekitar Rumah Sakit Umum Fauziah Kabupaten Bireun misalnya, merasa terganggu lingkungan sekitar, seharusnya ada saluran yang bisa langsung airnya tidak tergenang dan mengganggu masyarakat. Listrik mati kemudian RSU Fauziah menghidupkan genset, itu suatu kebutuhan, yang lmengkhawatirkan sarang waled, limbahnya juga sangat mengganggu lingkungan. Izinya ada, akan tetapi ada tanggung jawab terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan harus dijaga tidak asal buang limbah.

Sedangkan menurut Zulkarnen sebagai pemrakarsa perlu melibatkan masyarakat, LSM, Akademisi, Unsur Pemda, instansi terkait kemudian sidang pleno lebih kurang 6 bulan proses uji kelayakan. Apalagi sekarang RSU Fauziah Bireun sudah naik Greade-nya ke tipe B, ada 5 RSU di Aceh yang dapat tipe tersebut antara lain :  Kabupaten Aceh Barat,  Kabupaten Aceh Selatan,  Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireun, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kedepan  akan bangun gedung baru regional di Gampong Glumpang Payong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Gampong bahwa “selama ini masyarakat belum   pernah   dilibatkan dalam penyusunan dokumen  Amdal rumah sakit “
.  Hal yang sama juga diutarakan oleh aparatur Gampong di Kabupaten Aceh Utara bahwa “selama ia (ybs) menjadi Geuchik belum pernah dilibatkan dalam penyusuna dokumen Amdal rumah sakit”.
 Perihal yang sama diungkapkan oleh masyarakat bahwa “selama ini yang saya ketahui saya belum pernah dilibatkan dalam pemberian izin tentang pendirian Rumah Sakit Sakinah yang berada di samping rumah saya baik dari Pak Geuchik sendiri maupung aparatur kampung lainnya”.
 Dari hasil wawancara dengan responden tersebut menunjukan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit. 

Selanjutnya, hasil wawancara keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit sangat diperlukan mengingat dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar rumah sakit. Sejauh ini keterlibatannya hanya sebagai formalitas saja yaitu dengan mencantumkan KTP pada dokumen RKL dan RPL saja. Kami hanya melihat sebagai syarat administrasi saja, sedangkan keterlibatannya secara langsung kami tidak mengetahuinya, (contoh RKL dan RPL)
.  

Hasil wawancara dengan pihak Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe bahwa selama ini pemrakarsa Amdal rumah sakit belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit, hanya saja keterlibatannya diwakili oleh aparatur gampong dengan memberikan surat rekomendasi saja.
 
Berdasarkan hasil wawancara bahwa model pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL,UKL/UPL pada rumah sakit di Aceh adalah pelibatan secara khusus itu tidak ada, karena tiap usaha yang ingin dilakukan itu dalam proses penyusunan Amdal, UKL/UPL itu tidak harus melibatkan masyarakat secara penuh karena tiap pemrakarsa akan menentukan dan menyusun sendiri dokumennya kita hanya memfasilitasinya saja. Nah nanti jika kemudian warga merasakana akibat pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan maka mereka akan melakukan komplen baik kepada pemda maupun langsung ke kita, nah dari pelaporan tersbeut kemudian akan tindak lanjuti untuk menguji kebenaran laporannya. Karena jika persoalan limbah itu memang dia harus membuat unit  instalansi  dan limbah baik limbah cair maupun limbah padat, untuk limbah padat bagi yang tidak memiliki pembakaran sendiri maka kemudian kita akan menyarankan unutk berkerjasama dengan rumah sakit yang memiliki unit pengelolaan limbah padat itu sendiri.  untuk limbah cair, mereka punya tempatnya sendiri. Nah, kemudian disini kita sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan bersama dalam hal pengelolaan limbah cair, jika nantinya mereka membuang limbah cair kedalam sanitasai maupun sungai. tanpa terlebih dahulu diproses, maka akan kita berikan sanksi baik secara administrasi maupun pencabutan izin oprasionalnya langsung
. 
Dari hasil penelitian yang lakukan di beberapa rumah sakit umum di Provinsi Aceh ditemukan semua rumah sakit telah memiliki dokumen Amdal, UKL/UPL untuk mendukung operasional rumah sakit. Namun pelaksanaan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit di Aceh belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.
C. Penutup
Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal dilaksanakan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pelaksanaan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal rumah sakit di Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan sebagian rumah sakit dimiliki oleh pemerintah sehingga sering sekali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana aturan yang berlaku. Demikian hak-hak masyarakat tidak terpenuhi khususunya terkait dengan perizinan rumah sakit.
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